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PUTUSAN
Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.Br

Z AP\ z
Sl &
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
tidak ada, tempat kediaman di Dusun Ajakkang, Desa
Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru,

sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir
Mobil, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa
Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
354/Pdt.G/2019/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari

Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 dan tercatat pada PPN KUA
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Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 410/63/X1/2012, tertanggal 06 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
ditempat kediaman orangtua Tergugat di Lingk. Carawali, Kelurahan
Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selama 4
tahun 8 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
Anak |, umur 6 tahun;
Anak Il, umur 2 tahun;
dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni tahun
2015 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis
dikarenakan:
Tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
Tergugat seringkali mengambil pinjaman kredit melalui rentenir
namun tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar angsuran
bulanan, sehingga segala beban utang piutang dibebankan oleh
Penggugat;
Tergugat suka main judi dan sering minum-minuman keras bahkan
mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Agustus tahun
2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan
Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan telah
berjalan selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan dan selama pisah tempat
tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami
kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir
dan batin;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha

menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun
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Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam
rumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah
merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat
daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang
dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Paleteang,
Kabupaten Pinrang, Nomor 410/63/X1/2012 Tanggal 27 November

2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap
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pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru Desa Ajakkang
Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan
memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat
sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal membina rumah tangga di Pinrang sampai dengan tahun
2016 kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Barru;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak
tahun 2016, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab
ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah
disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir
kepada Penggugat, bahkan sering meminjam uang tanpa
sepengetahuan Penggugat dan dipergunakan untuk kepentingan
yang tidak jelas sehingga banyak penagih utang yang meminta
pertanggungjawaban kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki kebiasaan
minum-minuman keras dan datang ke rumah dalam kondisi

mabuk ;
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- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017,
Tergugat pergi meninggalkan Pengugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah
berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat;
Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru
honor, bertempat tinggal di Kampung Baru Desa Ajakkang Kecamatan
Soppeng Riaja Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan
memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat
sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal membina rumah tangga di Pinrang sampai dengan tahun
2016 kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Barru;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak
tahun 2016, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab
ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah
disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir
kepada Penggugat, bahkan sering meminjam uang tanpa
sepengetahuan Penggugat dan dipergunakan untuk kepentingan
yang tidak jelas sehingga banyak penagih utang yang meminta

pertanggungjawaban kepada Penggugat;
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- Bahwa saksi merupakan salah seorang yang pernah
dipinjami uang oleh Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dan yang membayarnya adalah Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki kebiasaan
minum-minuman keras dan datang ke rumah dalam kondisi
mabuk ;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017,
Tergugat pergi meninggalkan Pengugat;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah
berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan
menyatakan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan
yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang
selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
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ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak
hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat
telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2012, relevan
dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P
sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal
tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat
serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka
kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 173 serta Pasal 308 R.Bg.,
sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta

hukum yang disimpulkan sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama
Barru;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami
isteri yang sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

4, Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi
(onheel baar tweespalt);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu
perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan
Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru,
maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing
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pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam
sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio);
Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang sudah tidak rukun ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus serta telah ada upaya yang maksimal
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat
menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal
ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari
Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim
sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Igna juz

Il halaman 133 yag dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:
&.Mbu..bml 4,.\39 d.‘h L@e\g} Z\e\g}‘ Z\..C.«J pis K \3‘3

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya
dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt)
sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah,
warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana
dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud,
adapun memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada

mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;
laal) la o adla auldal) ¢ 0

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil
kebaikan”
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Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, maka Majelis Hakim menilai kondisi tersebut telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan
suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka
gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan
berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap
Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum
Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan
menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat
hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak
dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan

yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap
Penggugat, Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah)
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Barru pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag
sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.l., M.H. dan Nahdiyanti, S.Hl,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aris, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Ketua Majelis,
Lia Yuliasih, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Al Gazali Mus, S.H.l., M.H. Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,
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Aris, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  300.000,00
PNBP Pgin  : Rp 20.000,00

- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah : Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)
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